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ABSTRAK 

Siti Khadijah, Persepsi Masyarakat Terkait Pernikahan Di Kabupaten 

Kotawaringin Timur, Skripsi, Pembimbing Diana Rahmi, S.Ag., M.H., 

pada Program Studi Hukum Kelurga Islam, Fakultas Syariah  UIN 

Antasari Banjarmasin, 2025 

Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat, Pernikahan 

Penelitian ini membahas persepsi masyarakat suku Dayak dan 

Madura di kecamatan Mentaya Hilir Selatan, kabupaten Kotawaringin 

Timur terkait pernikahan antar etnis suku Dayak dan Madura sebagai 

dampak dari kesuruhan Sampit tahun 2001. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana persepsi dan alasan yang melatarbelakangi 

persepsi masyarakat Suku Dayak dan Madura terkait pernikahan antar 

etnis Suku Dayak dan Madura di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai 

dampak dari kerusuhan Sampit tahun 2001. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris 

dan menggunakan pendekatan sosiologis. Data dikumpulkan melalui 

wawancara mendalam dengan masyarakat yang meliputi dari pasangan 

kedua etnis, masyarakat suku Dayak dan Madura serta tetua adat suku 

Dayak dan Madura. 

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap pernikahan antar 

etnis Suku Dayak dan Madura pasca kerusuhan Sampit tahun 2001 

menunjukkan adanya dualitas pandangan, sebagian masyarakat masih 

menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, sementara yang 

lain terpengaruh oleh trauma dan ketakutan akan konflik dimasa silam. 

Proses rekonsiliasi serta upaya membangun kembali kepercayaan sangat 

penting dalam memulihkan hubungan antar etnis. Berdasarkan persepsi 

dan alasan masyarakat terkait pernikahan antar etnis bahwa pernikahan 

tidak harus berasal dari etnis yang sama yang terpenting adalah memiliki 

keyakinan yang sama. Dalam agama Islam kesetaraan keyakinan termasuk 

kedalam bagian dari sekufu atau Kafa’ah. Dalam hukum Islam sekufu 

bukanlah syarat mutlak keabsahan pernikahan. Pasal 4 KHI menyatakan 

bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan 

hukum Islam dan selaras dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 


